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Pembongkaran vila-vila liar di Halimun menunggu situasi
kondusif. Ada kemungkinan para pemilik dipenjarakan
dulu, baru bangunan dibongkar.

Anindityo Wicaksono

EBENARNYA surat
izin permintaan pe-
mutusan aliran lis-
trik ke vila-vila liar
di kawasan Taman Nasio-
nal Gunung Halimun-Salak
(TNGHS) sudah dilayangkan

Kementerian Kehutanan se-
jak Mei 2010. Hal itu diung-
kapkan Dirjen Perlindungan
Hutan dan Konservasi Alam
Darori, kemarin.

Surat itu ditujukan kepada
Bupati Bogor Rachmat Yasin.
Selanjutnya tugas Rachmat
Yasin meminta PLN memutus-
kan aliran listrik, tetapi belum
dilakukan sampai sekarang.

Penghentian aliran listrik
ke vila-vila liar dimaksudkan
agar pemilik atau orang yang
menempati menyadari pelang-
garan mereka dan bersedia
‘membongkarsendiri bangunan
mereka.

Darori menjelaskan, dalam
era otonomi daerah, Kemen-
hut tidak bisa menginstruksi-
kan langsung kepada kepala
daerah. Karena itu, isi surat
dari Kemenhut lebih berupa
rekomendasi.

Mengapa
hingga kini be-
Tum dilakukan
pemutusan
listrik dan air,
menurutnya,
kewenangan
ada pada Pem-
kab Bogor.
“Mungkin, su-
ratnya belum
sampai lang-
sung ke bupati.
Kalau Bupati
Bogor sikap-
nya jelas, dia
mendukung
penuh upa-
ya penegakan
dan pembong-

Kami tidak mau
gegabah melakukan
gerakan fisik karena
yang menjadi
korban rakyat.”

Alam Hayati dan Ekosistem.
Sanksinya pidana dan pemus-
nahan aset ilegal.

Laporan intelijen
Kemenhut berketetapan
menunggu waktu yang tepat
karena laporan intelijen me-
nyebutkan masih ada tanda-
tanda perlawanan dari warga.
Indikasinya demonstrasi pe-
nolakan masih terlihat.
“Kami tidak mau gegabah
melakukan gerakan fisik ka-
rena yang akan menjadi kor-
ban adalah rakyat. Sementara
itu, para pemilik asli yang me-
ngoordinasikan perlawanan,
tenang-tenang saja. Kami ti-
dak mau kejadian Koja (Mbah
Priok) terulang,” lanjutnya.
Penegakan hukum Kasus
perambahan hutan tidak bisa
dilakukan terburu-buru. Dia
‘mencontohkan kasus peram-
bahan hutan di
Sumatra Utara.
Saat ini telah
enam orang di-
tahan Mabes
Polri meski
perbuatan
yang mereka
lakukan terjadi
12 tahun lalu.
“Seperti itu
juga Halimun,
bisa saja ada
yang kami pen-
jarakan dulu,
baru bangun-
an dibongkar.
Atau bisa saja
karena situasi
telah kondusif,

karan vila,” Darori vila-vila di-
ujar Darori. Dirjen Perlindungan Hutan  pongkarsejalan
Kemenhutdan dan Konservasi Alam dengan proses
Pemkab Bogor penyidikan. Di

bersama kejaksaan dan kepoli-
sian merupakan tim gabungan
penegakan hukum atas aset
negara di TNGHS. Kepala Sat-
pol PP Dace Supriyadi semula
menyatakan pihaknya belum
membongkar karena menung-
gu instruksi dari Kemenhut.

“Kami tidak pandang bulu
atas vila-vila di Halimun. Na-
mun, kini kami belum bisa
membongkar karena masih
ditangani Kemenhut,” ujar
Dace.

Darori menegaskan persoal-
an pembongkaran tinggal me-
nunggu waktu yang tepat. Ke-
giatan perambahan wilayah
kawasan hutan konservasi
merupakan pelanggaran UU
No4/1999 tentang Kehutanan
dan UU No 5/1990 tentang
Konservasi Sumber Daya

sana kan bangunan. Jadi, tidak
akan ke mana-mana.”
Menurut Darori, saat ini tim
gabungan tengah mengum-
pulkan bahan dan keterangan
terkait dengan kasus peram-
bahan hutan. Dengan pengum-
pulan data, alat bukti, dan
saksi, aparat bisa mengajukan
perambah yang telah menjadi
tersangka ke pengadilan.
Para saksi terdiri dari kepa-
la desa, warga setempat, dan
ketua RT. Tim tengah mencari
tahu bangunan yang memiliki
IMB dan bagaimana bisa orang
tersebut memiliki IMB di ka-
wasan terlarang, “Kalau sudah
lengkap, kami limpahkan ke
jaksa,” lanjut Darori. (J-1)
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